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Meningkatnya jumlah tenaga kerjaasing TKA yang masuk ke Indonesia, membuat isu mengenai TKA
menjadi suatu hal yang problematik dalam situasi ketenagakerjaan khususnya terkait kesempatan kerja di
Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah TKA yang masuk ke dalam negeri, maka diperlukan adanya
kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan TKA, serta pengamanan penggunaan TKA yang
mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan dengan mekanisme yang ketat. Namun demikian,
pengaturan terkait jangka waktu penggunaan TKA dan perpanjangannya belum diatur secara khusus dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik dan menimbulkan konflik yang terkait dengan putusnya hubungan kerja antara
perusahaan sebagal pemberi kerja dengan TKA sebagai pekerja/buruh. Penelitian ini merupakan penelitian
yang menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang menghasilkan tipologi
penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengena penggunaan
TKA di Indonesia adalah mutlak melalui mekanisme pemekerjaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu
PKWT. Kebutuhan untuk memperpanjang masa kerja TKA, harus memperhatikan jangka waktunya dengan
melihat kepada jenis Rencana Penggunaan TKA RPTKA dan 1zin Menggunakan TKA IMTA yang dimiliki
oleh TKA yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015.Selainitu
pemahaman yang baik terhadap regulasi terkait penggunaan TKA merupakan hal yang penting bagi TKA
sebagal pekerja/buruh dan pihak perusahaan sebagai pemberi kerja, untuk meminimalisasi terjadinya
penyimpangan yang berakhir dengan sengketa akibat adanya perbedaan penafsiran baik terhadap hukum
perburuhan heteronom maupun hukum perburuhan otonom.

The increasing number of foreign workers entering Indonesia, make the issue of foreign workers become
problematic thing in labor situation especially regarding to employment opportunity in Indonesia. With the
increasing number of foreign workers that entering the country, it isimportant to have a complete regul ation
that regulates the requirements of foreign workers, and safeguarding the use of foreign workers which
regulates the basic aspects and regulations with strict mechanisms. However, the arrangement regarding to
time period of the use of foreign workers and it extension has not been regulated specifically in prevailing
laws, so in practice, the regulation hasnt been fully well implemented and be the cause of termination of
employment conflict between companies as employer and foreign workers as worker |aborer. This research
isusing normative juridical method by researching literature materials that produce descriptive research
typology. Based on the result of this study, it can be conclude that the arrangement concerning the use of
foreign workersin Indonesia is absolute through the mechanism of employment with fixed term contract.
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The need to extend the usage of foreign workers should notice the time period by observing type of Foreign
Workers Recruitment Permits and Issuance of Expatriate Employment Permit owned by related foreign
workers as regulated in The Decree of Ministry of Manpower Republic Indonesia number 16 year 2015.
Furthermore, a good understanding of the regulation related to the use of foreign workers isimportant for
foreign workers as worker laborer and company as employer, to minimize the occurrence of irregularities
that ended in dispute due to differencesin interpretation of both heteronomous labor law and autonomous
labor law.



